
I 

BUPATI TASIKMALAYA 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 

NOM OR 42 TAHUN 2013 

TENTANG 

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL 
BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI 

Menimbang 

Mengingat 

DI KABUPATEN TASIKMALAYA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TASIKMALAYA, 

: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 ten tang Standar 
Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri, dan 
dalam rangka menjamin pelayanan kepada masyarakat, perlu 
penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang 
Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten Tasikmalaya; 

b . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya 
tentang Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal 
Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten Tasikmalaya. 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa 
Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten 
Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 
1950 ten tang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2851); 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 ten tang Pokok-pokok 
Kepegawaian (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 
1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok­
pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3041); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851); 
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4. Undang-Undang Nomor 17 Tabun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2003 
Nomor 47, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tabun 2004 ten tang Perbendabaraan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2004 
Nomor 5, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tabun 2004 ten tang Pemeriksaan 
Pengelolaan Tanggungjawa K angan Negara (Lembaran 
Negara Republ"k Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambaban 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ; 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintaban 
Daerab (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik In donesia 
Nomor 4437) sebagaimana telab diubab dengan Un dang­
Undang Nomor 2 Tahun 2008 ten tang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tabun 2004 ten tang Pemerintaban 
Daerah (Lembaran Negara Repu lik Indonesia Tabun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4844); 

8. Undang-Ul1 dang Nomo r 33 Tabun 2004 ten tang Perimbangan 
Keuangan ~ntara Pe erintah Pusat an Daerah (Lembaran 

egara Republi.k ndonesia a III 20 4 Nomor 126, Tambahan 
Lem publik nd on ia omor 4438); 

9 . Undang- ndang omor ' 2 Tah n 2011 t nta..'1g Pembentukan 
Pcraturan Perund' g-urldahgan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 20 11 ornor 2 , ambaban Lembaran Negara 
Repu rIc Indonesia Norhbt 5234); 

10. Pera u a1 Pem r'n ta! I' mor 79 Tahun 200 5 tentang 
Pem inaan dan Peng r wasan Penyelenggaraan Pemerintab 
Daera h (Lcmbaran Neg2 .. r a Rcpublik Indonesia Tabun 2005 
Nomoi' 165, Tam ' a an. embJran Negara Nomor 593); 

1 l. Peratu ran P n f'! ah lomo 6~ Tah n 2005 tentang Pedoman 
Penyusu ' a" dCL Peherapan " andar Pelayanan Minimal 
(Lembar n Negara Re u blik II donesia Tabun 2005 Nomor 150, 
Tambaban Lem a an NegaTa No n or 4585); 

12. Peraturar Pemerintah NomoI' 38 Tabun 2007 ten tang 
Pembagian Uru san emerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintaban Daerah Provinsi dan Pemerintaban Daerab 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 
2007 Nomor 82, Tambaban Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737); 

13. Peraturan Pemerintab Nomor 41 Tabun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerab (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tabun 2007 Nomor 89, Tambaban Lembaran Negara 
Repuhlik Indonesia Nomor 4741); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tabun 2007 ten tang 
Petu~uk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar 
Pelayanan Minimal; 



3 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang 
Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal; 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tabun 2008 
Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan 
Dalam Negeri Di KabupatenjKota sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tabun 2012 
ten tang Perubaban Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 62 Tabun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal 
Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten/Kota; 

17. Peraturan M nt ri Dalarn - g r · 1 arnor 53 Tabun 2011 tentang 
Pernb ntukan Produk Huku~ Da rah; 

18. Peraturan Daerab Nomor 11 Tabun 2006 ten tang Satuan Polisi 
Pamong Praja { a u pa ten Tasikmalaya (Lembaran Daerab 
Kabupaten Tasikmalaya Tabun 2010 Nomor 11); 

19. Peraturan Daerab Nomor 8 Tabun 2008 ten tang Urusan 
Pemerin an Daera.'1 Kabupaten Tasikmalaya (Berita Daerab 
Kab paten Tasikm" lay Tabun 2008 Nomor 8); 

20. Peraturan Daerall Ka l upaleh Tasikmalaya Nomor 16 Tabun 
2008 tentang Lemb r ga Teknis Daerab Kabupaten Ta sikmalaya 
dan Kantor Pelayartan Perijinan Terpadu Kabupaten 
Tasikmalay (Berita ael 1 Kabupa en Tasikmalaya Tabun 
2008 Nomor 16); 

2l. Pe tur 1 Da .rah Ka oupaten T sikm aya Nomor 15 Tahun 
2 08 ten tang Dina s Daer Kab pa ten Tasikmalaya 
sebagaimana tela1:1 diu bah dengan Peraturan Daerab 
Kab Ipaten Tasikm ala 7a Nomo 14 Tahun 20 11 tentang 
Perubahan Atas P ratu ran Daerah Kabupaten Tasikmalaya 
NomoI' 15 Tal1un 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten 
Tasikm alaya (Berita Daerah abupa .L asikmalaya Tahun 
201 2 No . or J); 

22. Per tu ran Bupa ti Ta sikmala a Nomor 12 Tabu n 2007 tentang 
Uraian Tugas n ·t Sat lan Pblisi Panon Praja Kabupaten 
Ta sikmalaya (Berit Daerah Ka u pa ten Ta sikmalaya Tabun 
2007 No . or 12) ; 

23. Per tu l" n H pa t i Tasikmalaya Nomor 43 ahun 2008 ten tang 
Ri d an Tuga Unit di Lin u ngan K ntor Kesatuan Bangsa 
dan PerHndunga n Mg~ya akat Ka bupaten Tasikmalaya (Berita 
Daerah Tahun 08 > om o 43); 

24. Peraturan Bupati Ta slkmalaya Nomor 44 Tabun 2010 ten tang 
Rincian Tugas Unit UPTD Pemadam Kebakaran Kabupaten 
Tasikmalaya (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 
2010 Nomor 44); 

25. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 12 Tabun 2012 tentang 

Rindan Tugas Unit Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kabupaten Tasikmalaya (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya 
Tahun 2012 Nomor 12). 
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MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA TENTANG PENERAPAN 
DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG 
PEMERINTAHAN 
TASIKMALAYA. 

DALAM NEGERI 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Tasikmalaya; 

DI KABUPATEN 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai un sur 
penyelenggara Pemerin tahan Daerah; 

3. Bu pati adalah Bu pati Tasikmalaya; 
4 . Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah 

D PRD Kabu paten Tasikmalaya; 
5. Dinas adalah Dina ~ Kep,ndudukall dan Pencatatan Sipil Kabu paten 

Tasikmalaya; 
6. Satuan Polisi Pamong Praja adalab. atuan P lisi Pamong Praja Ka bupaten 

Tasikmalaya; 
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemadanl Kebakaran adalah Unit Pelaksana 

Teknis Dinas Pemadam Kebakaran pada Djnas Tata Ruang dan Permukiman 
Kabupaten Tasikmalaya; 

8. Urusan Pemerintahan adalah ungsi- fung'i emerintahan yang menjadi hak dan 
kewajiban setiap ting atan an jatau susunan Pe erintahan untuk mengatur 
dan mengurus fungsi-f gsi tersebut yan m.enjadi k wenangannya dalam 
rangka m elindungi, me ayani, memb -rdayal{an dan mensejahterakan masyakat; 

9. Bidang Urusan Pem rint . an Dalarrl Negeri mel"puti pelayanan dokumen 
kependu dukan, pem liharaan k er .iban ill , ke t raman masyarakat dan 
perlind ungan masyaral{at serta penanggulangan ben ana kebakaran; 

10. Urusan Wajib adalah urusan yang wajib dilaksanal{an oleh Pemedntah Daerah 
berkaitan dengan pelayanan d ~ar t rh dap ma yarakat; 

11. Pelayanan Dasar kepada Vlasyarakat adalah fu ngsi Pemerin tah dalam 
memberikan dan mengurus k 'perlu"l1 ~eb tuhan asar m a syarakat untuk 
meningkatkan taraf kesejahtera ra kya t; 

12. Standar Pelayanan inimal Bidang Pemerintah Dalam Negeri yang 
selanjutnya disebut PM P :ne . tahan Dalam eg i adalah tolok ukur kinerja 
pelayanan Pemerintahan DalruTI N get i yang l ' lenggarakan di Kabupaten 
Tasikmalaya; 

13.Indikator Keberhasilan Bidffi g Pernerintahah Dalam Negeri adalah ukuran 
besaran yang dinyatakan 01 ~ persent" si atau pernyataan lainnya yang 
menyatakan pencapaian kebe h sHan . 

Bf B II 
MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI 

Pasa12 

Maksud ditetapkannya SPM bidang Pemerintahan Dalam Negeri adalah acuan 
dalam melaksanakan urusan wajib bidang Pemerintahan Dalam Neged 

Pasal3 

Tujuan ditetapkannya SPM bidang Pemerintahan Dalam Negeri adalah: 
a. meningkatkan akses kualitas pelayanan Bidang Pemerintahan Dalam Negeri 

kepada Masyarakat; 
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b. meningkatkan pengawasan terhadap kebijakan yang langsung berhadapan 
dengan masyarakat; 

c. meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan bidang pemerintahan dalam 
negeri. 

Pasal4 

Fungsi SPM bidang Pemerintahan Dalam Negeri adalah sebagai berikut : 
a. peralatan untuk menjamin tercapainya kondisi rata-rata minimal yang harus 

dicapai Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya sebagai penyedia pelayanan 
pemerintahan dalam negeri kepada masyarakat; 

b. pengukuran kinerja penyelengga aan ur an wajib berkaitan dengan pelayanan 
pemerintahan dalam negeri kepada masyarakat ; 

c. prioritas perencanaan daerah dan prioritas pembiayaan APBD Kabupaten 
Tasikmalaya; 

d. pengevaluasian dan mo itoring d lam peiaksanaan uru san wajib pemerintahan 
dalam negeri; 

e. pengidentifikasian kebutuhan daerah untuk meningkatkan kinerja dalam 
pelayanan kepada masyarakat; 

f. penyusunan program-progra pemerin tahan dalam negeri serta peru m usan 
kebijakan Bupati dalam menentukar kebijakan satu tahunan dan lima 
tahunan ; 

g. penen tu an standar penilaian pemerin tahan. dalam negeri. 

B B Ill 
SP BIDANG PEMERINTAHA DALAM NEGERI 

sal 5 

(1) Pemerin tah Kab pa n Tasi'TQ laya me ye enggarakan pelayanan bidang 
Pemerin tahan D am Nege . sesuai deng Bidang Pem rintahan Dalam 
Negeri yang terdiri dar' jenis pelayal an eserta indikator kinerja dan target; 

(2) Jenis pelayanan dasar bida g Pemeri tahan Dalam Negeri yang dilaksanakan 
oleh Dinas Kepedudu kan dan Peneat tan Sipil, Sa tuan Polisi Pamong Praja, 
Kantor Kesa tu an Bangsa clan Perlindu ngan Masyaraka t dan Dinas Tata Ruang 
dan Permukiman dalam hal 'n i dilaksanakan . le Un it Pelaksana Teknis Oinas 
(UPTD) Pemadam Ke bakaran r lip ti: 
a. Pe1ayanan Ookum n 1<:ependu ukan, dengan indik tor : 

1. cakupan penerbi an Kartu Kel . arg ; 
2. cakupan pener itan Kartu Tanda Penduduk; 
3. cakupan p nerbitan Ku 'pan Akta Kelah iran; 
4. cakupan penerbitan utipan Akta Kema -ian, 

b. Pemeliharaan Ke erti an dan Ke entraman Masyarakat, dengan 
indikator: 
1. cakupan Penegakan ... eraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; 
2. Patroli Siaga Ketertiban Un: urn lan Ke entraman Masyarakat; 
3. cakupan Rasio Petugas Perlindu ngan Masyarakat. 

c. Penanggulangan Bencana Kebakaran: 
1. cakupan pelayanan bencana kebakaran; 
2. tingkat waktu tanggap (response time rate); 
3. persentase Aparatur Pemadam Kebakaran Yang Memenuhi Standar 

Kualifikasi; 
4. jumlah Mobil Pemadam Kebakaran Di atas 3000-5000 Liter Pada WMK. 

(3) Penjabaran jenis pelayanan, indikator kinerja dan target sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini. 



BABIV 
PENGORGANISASIAN 

Pasal6 
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(1) Bupati bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pelayanan Pemerintahan 
Dalam Negeri sesuai SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten 
Tasikmalaya; 

(2) Penyelenggaraan pelayanan bidang Pemerintahan Dalam Negeri sesuai dengan 
SPM Pemerintahan Dalam Negeri sebagaimana ayat (1) secara operasional 
dikoordinasikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Satuan Polisi 
Pamong Praja, Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat dan Unit 
Pelaksana Teknis Dinas Pemadam Kebakaran pada Dinas Tata Ruang dan 
Permukiman Ka bupaten Tasikmalaya; 

(3) Penyelenggaraan pelayanan Pemerintahan Dalam Negeri sesuai dengan SPM 
bidang Pemerintahan Dalam Negeri dilakukan oleh personil yang sesuai dengan 
kualifika si dan kompetensi yang dibut uhkan; 

(4) Personil yang dimaksud dalam ayat (3) adalah personil dari Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Satuan Polisi Pamong Praja, Kantor 
Kesa tuan Bangsa dan erlindungan Masyarakat dan Dinas Tata Ruang dan 
Permu kiman dalam h 1 ini Unit elaksana Teknis Dinas Pemadam Kebakaran 
Kabu pa ten Tasikmalaya, 

B B V 
PELAKSANAAN 

Pasal 7 

(1) SPM Bidang emeri t an D" m Negeri yang d 'tetap an mer pak an acuan 
dalam p rencanaan dan pengangggaran penca aian target minimal Dinas 
Kependudukan dan Pencatalan Sipil, Satuan Po isi Pamong Praja, Kantor 
Kesatuan Bangsa dat PerE U 19an Masya rakat dan Dinas Tata Ruang dan 
Permukiman dalam hal in i U ' t elaksar Teknis Dinas Pemadam Kebakaran 
Kabupa ten Tasik malaya ; 

(2) Perencanaan program dan penganggaran SPM Pe erin tahan Dalam Negeri 
sebagaimana dimaksud dalam aya t () dilaksanakan sesu ai dengan 
pedoman j standar teknis y ang ditetapka n 

B B VI 
PELAPORAN 

Pasal 8 

(1) Kepala Dinas Kepen Ud kart dan l""en cat an Sipil, Kepala Sa tuan Polisi 
Pamong Praja, Kepala Kat1tor Kes tuan Bangsa an Perlindungan Masyarakat, 
dan Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman menyampaikan laporan 
pencapaian dan penerapan SPM tahu nan cpada Bupati; 

(2) Bupati Tasikmalaya menyampaikan la poran teknis tahunan kinerja penerapan 
dan pencapaian SPM Bidang Peme rintahan Dalam Negeri kepada Menteri 
Dalam Negeri melalui Gubernur. 

BAB VII 
MONITORING DAN EVALUASI 

Pasal9 

(1) Bu pati melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas penerapan dan 
pencapatan SPM bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten 
Tasikmalaya; 
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(2) Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bupati 
dapat membentuk Tim Pengawas dan Pengendali pengendalian atas penerapan 
dan pencapaian SPM bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten 
Tasikmalaya; 

(3) Monitoring atas penerapan dan pencapaian SPM bidang Pemerintahan Dalam 
Negeri Kabupaten dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat. 

BAB VIII 
PEMBIAYMN 

Pasal 10 

Pendanaan yang berkaitan dengan rencana pencapaian dan penerapan SPM Bidang 
Pemerintahan Dalam egeri dibebankan mber lain yang tidak 
mengikat. 

BAB I 
ETEN U EN U 

Pasal11 

Hal-ha yang belum cukup i tur dalam Pe aturan ini, sepanjang mengenai teknis 
pelaksana nnya akan dia tur lebih . It, sesuai dengan peraturan peru dang­
undangan yang be laku. 

Pas 1 12 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, 
ini dengan enem nnya dalam 

emerintah an pengundanga Pera ran Bupati 
ita a rah. 

Diundang an di Si ap a 
pada tanggal, 31 Desembe:r 2013 

SEKRETAR D E H 
KABUPATEN TAS KMAL VA, 

i Singapar a 
, 30 Desember 2013 

Ayl 

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2013 NOMOR 42 



LAMPlRAN : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 

NOMOR 42 TAJ.JJ1'f 2013 
TANGGAL 31 DesEmber 2013 

INDIKATOR STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI 

A. Dinas Kependudllkan dan Catat an SipU 

No Jenis Pelayanan Dasar Standar Pelayanan Minimal 'Target N asional Prosentase dan Waktu Pencapaian 
Indikator NUai Pencapaian 2012 2013 2014 2015 20 16 2017 2018 2019 2020 

Tahun 
1 Pe1ayanan dokumen 1) Calmpan Penerbitan Kartu 1000/0 20 15 78,10 85,13 92 ,79 100 100 100 100 100 100 

Kependudukan Keluarga 

2) Calmpan Penerbitan Kartu 1000/0 20 15 88,30 92,50 96,91 100 100 100 100 100 100 
Tanda Penduduk 0/0 

3) Calmpan penerbitan akta 90% 2020 36% 39, 14 43 ,23 48,10 54 ,28 61 ,31 69 ,19 77,91 90 
kelahiran 

4) Cakupan Penerbitan 70% 2020 0 ,08 1,00 2,08 5,56 8 ,33 12,50 18,06 25,69 34,03 
Kutipan Akta Kematian 

B. Satuan Polisi Pamong Praja 

No Jenis Pelayanan Dasar Standar Pe layanan Minimal Target N-asional Prosentase dan Waktu 
Pencapaian 

Indikato r Nilai Penc apaian 2012 2013 2014 2015 
Tahun 

1 Pemeliharaan Ketentraman dan 1) Cakupan Penegakan Pera turan 100% 20 15 35,39 62 ,24 84,06 100 
Ketertiban Masyarakat Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 

Kabupatenj Kota 
2) Patroli Siaga Ketertiban Umu m dan 3 x patroli dalam 2014 19,56 39,14 58,70 100 

,-- Ketentraman Masyarakat sehari I 
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C. Kantor Kesatuan Bangsa dan Linmas 

No Jeni8 PelayanaD Dasar Stanclar Pelayanan Minimal Target Na,loul Pro8enta8e dan Waktu 
PeDcal] alan 

Indikator Nnal Pencapld an 2012 2013 2014 2015 
Tahun 

Pemeliharaan Ketentraman dan Cakupan Rasio Petugas Perlind u ngan 1 orang setiap RT 2014 100 100 100 100 
Ketertiban Masyarakat Masyarakat Di Kabupaten/Kota atau sebutan 

lainnya 
-_. ---- - -- -

D. UPTD Pemadam Rebakaran 

No Jen!8 Pelayanan Dasar Tarllet Naaional rOlenta8e dan Waktu PeDcapalan 
Nllal 012 2013 2014 I 2015 

1 IPenanggulangan Bencana Kebakaran 30 40 60 70 

195 35 40 50 
0 20 ,83 41,66 70 

2015 28,57 28,57 42,85 I 57,14 

BUPATI TASIKMALI'. Y f 
-r 

I UU RUZHANUL U~ 


